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TRANSLITERASI  DAN  SINGKATAN 
1. Konsonan 
ب 
= B  
س 
= s 
ك 
= k 
ت = T  ش = sy ل = l 
ث = s\  ص = s} م = m 
ج = J  ض = d} ى = n 
ح = h}  ط = t} و = w 
خ = Kh  ظ = z} ـه = h 
د = D  ع = „a ً = y 
ذ = z\  غ = g    
ر = R  ف = f    
ز = Z  ق = q    
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
 
 
 Contoh: 
 ََفـَْ ـَك : kaifa 
 َْوَـهَََل  : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 
 
 
 Contoh: 
َاـهَََت  : ma>ta 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fath}ah 
 
a a  َا 
 kasrah 
 
i i  َا 
 d}ammah 
 
u u  َا 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fath}ahَ dan ya 
 
ai a dan i ََْيـ 
 
fath}ah dan wau 
 
au a dan u 
 
ََْوـ 
 
Nama 
 
Harkat dan 
Huruf 
 fath}ahَ 
dan alif 
atau ya 
 
َ ...َاََ ...َ|َى  
 
kasrah dan 
ya 
 
  ِ ى  
 d}ammah 
dan wau 
 
  ِ و  
 
Huruf dan  
Tanda 
 a> 
i> 
u> 
Nama 
 
a dan garis di 
atas 
 i dan garis di 
atas 
 u dan garis di 
atas 
 
 viii 
Contoh: 
يـَهَر : rama> 
 ََلـَْ ِـق : qi>la 
َُْوـوَـٍََُت  : yamu>tu 
4. Ta marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةـَضْوَر   ِ لأاَََفْطَِلا  : raud}ah al-at}fa>l 
ةَـنْـي دـَمْـَلا   ِ ةَلــ  ضَاـفْـَلا   ِ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
ةــَمـْكـ  حْـَلا   ِ  : al-h}ikmah 
 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (   ِ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََاٌَـّـبَر : rabbana> 
ََاٌــَْ َـّجَـً : najjai>na> 
 ix 
  قـَحْــَلا   ِ  : al-h}aqq 
  جـَحْــَلا   ِ  : al-h}ajj 
ََنِــُّعً : nu“ima 
 َوُدـَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(َّيِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 
Contoh: 
 َيِـلـَع : „Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َيِــبَرـَع : „Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لاَ  (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contohnya: 
  سـَْمـ  ِ  شَلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةَــَلزْــلَّزَلا   ِ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ـَْلاةَفـسْلـَفـ   ِ  : al-falsafah 
ََُدلاِـــبْــَلا : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
 x 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contohnya: 
ََىْوُرـُهَأـت : ta’muru>na 
َُءَْوّـٌْــَلا : al-nau’ 
 َء ٌْ ـَش : syai’un 
أَ ْرـ  م  ِ  ََُِت  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an  (dari al-qur’a>n), Sunnah, khusus dan 
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 
9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َُْيـٍِدََِالل      di>nulla>h َِِابََِالل      billa>h   
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Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} 
al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َُهـَْنٌََْ ِفََِةَوْـــحَرََِالل     hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR).  
Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
 xii 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya: 
 
 
 
 
 
 
 
1. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
r.a. =  rad}iyalla>hu 'anhu/'anhum 
H =  Hijrah 
SH =  Sebelum Hijrah 
M =  Masehi 
SM =  Sebelum Masehi 
w.  =  Wafat tahun 
l. =  Lahir tahun 
QS …/…: 4 =  QS al-Baqarah/2: 4 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r 
H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 
Nama  : Fadel Ahmad Patri M 
Nim  : 10500112045 
Semester : VIII ( Delapan ) 
Fak/Jur : Syari’ah & Hukum / Ilmu Hukum 
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penyelamatan Kredit 
Bermasalah di PT. Bank Sulselbar 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap upaya 
penyelamatan kredit bermasalah di PT. Bank Sulselbar. Skripsi ini bertujuan untuk 1) 
Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Sulselbar. 2) 
Menjelaskan upaya dalam penyelamatan kredit bermasalah di PT. Bank Sulselbar. 
Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis penelitian hukum 
normatif, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini tergolong kualitatif, dengan 
menggunakan data berupa wawancara langsung/tanya jawab (dialog) dan dokumen. Data yang 
diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudiany 
tehnik pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah 
di PT. Bank Sulselbar adalah pertama, faktor Internal yaitu pihak kreditur kurang cermat 
dalam menganalisis kredit; kedua, faktor Eksternal yaitu kemampuan usaha, penyalahgunaan 
kredit/ peruntukan kredit tidak jelas, human error, krisis moral dan akhlak, masalah ekonomi, 
pegawai berpindah lokasi kerja, dan kredit tidak diasuransikan. Adapun upaya dalam 
penyelamatan kredit bermasalah di PT. Bank Sulselbar adalah Pertama, internal bank 
menyurati sekaligus menagih langsung, kunjungan langsung dari pihak kantor pusat ke 
domisili debitur; Kedua, eksternal bank melalui lembanga hukum yaitu pengadilan negeri, 
melalui kejaksaan, lelang jaminan.  
Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dalam penyaluran kredit pihak bank 
selaku kreditur harus lebih teliti lagi dalam memberikan kredit kepada debitur, agar 
meminimalkan terjadinya kredit bermasalah. Salah satu yang menjadi point penting adalah 
pentingnya pengawasan bukan hanya sebelum penyaluran kredit melainkan juga pada saat 
setelah penyaluran. Selain itu pentingnya pembaharuan tentang penyelamatan kredit 
bermasalah oleh Bank Indonesia haruslah menjadi prioritas dengan mengacu terhadap realitas 
yang terjadi di PT. Bank Sulselbar agar terwujudnya aturan baku yang bersifat universal bagi 
bank konvensional lainnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan 
ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran perbankan untuk 
membiayainya, karena pembangunan ekonomi sangat memerlukan tersedianya dana. 
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya
1
. Bank merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam rangka 
pembangunan ekonomi di Indonsia.   
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak
2
. 
Salah satu upaya bank untuk mewujudkan pembangunan ekonomi adalah 
dengan pemberian fasilitas kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetejuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
3
. Pemberian 
kredit juga rentang terhadap terjadinya resiko kredit bermasalah/macet akibat 
                                                   
1Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor  10 tahun 1998 tentang perbankan 
2Pasal 1 ayat 2 undang-undang  Nomor 10 tahun 1998 tentang  perbankan 
3
Pasal 1 ayat 11 undang-undang  Nomor  10 tahun 1998  tentang perbankan 
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wanprestasi oleh debitur. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut bank harus 
melakukan usaha penyelamatan kredit. Tindakan yang dilakukan bank dalam usaha 
penyelamatan kredit akan berbeda-beda tergantung kepada kondisi masalah kredit 
tersebut. 
Transaksi kredit sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia, tapi masih banyak 
yang bertanya-tanya, bagaimana Islam menanggapi masalah kredit. Di dalam Alquran 
ayat yang membahas masalah kredit terdapat dalam QS.al-Baqarah/2:282 
 
  
   
    
   
    
     
     
   
   
    
     
    
     
    
  
  
     
   
   
    
  
    
    
     
    
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    
    
   
     
   
   
    
  
    
     
   
     
    
     
 
Terjemahnya: 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah4 tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) 
atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) 
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 
lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa 
bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika 
kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan 
                                                   
4Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. 
 4 
 
 
Allah Maha mengetahui segala sesuatu
5”. 
Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, 
tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan 
secara lebih khusus adalah yang berutang. Ini agar yang member piutang merasa lebih 
tenang dengan penulisan itu. Karena, menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang 
sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya
6
 
 
Kredit bermasalah, yaitu kredit yang dalam pelaksanaanya belum mencapai/ 
memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank, dan memiliki kemungkinan 
timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas, juga mengalami 
kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibanya, baik dalam bentuk 
pembayaran kembali pokoknya maupun pembayaran bunga, denda keterlambatan, 
serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.   
kredit macet adalah kredit dengan kolektibilitas macet, kredit yang angsuran 
pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 
21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau badan 
urusan piutang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi 
kredit
7
. Bila debitur kooperatif dalam upaya penyelesaian kredit macet dan apabila 
usaha debitur masih memiliki prospek yang baik maka salah satu usaha yang 
dilakukan oleh bank adalah dengan cara melakukan restrukturisasi kredit/ 
penyelamatan kredit. 
                                                   
5Al Quran dan Terjemahannya, Kementerian  Agama Republik Indonesia, (Kudus: Menara 
Kudus, 2009)  
6Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lenteran Hati, 2010), h. 731 
  7Etty Mulyati, Kredit Perbankan, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2016 ) h. 201,206 
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Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka 
kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya
8
. Ketentuan 
ini diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang  Perubahan 
Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas 
Aktiva Bank Umum. 
Dalam PBI No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank 
Umum, Bank Indonesia merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan 
mengarahkan lembaga perbankan untuk menjalankan segala aktivitas perbankan yang 
sehat demi tercapainya tujuan perekonomian yang makmur lagi sejahtera. Untuk 
menjaga kualitas aset bank umum yang telah diatur oleh Bank Indonesia, lembaga 
perbankan wajib memberikan perhatian terhadap pengelolaan dana terkhusus kredit 
yang telah terlanjur tersalurkan dan sudah tidak berproduktif.  
Masalah penyelamatan kredit juga terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:280 
 
    
    
   
    
   
Terjemahnya: 
 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 
sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 
itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui
9”. 
                                                   
 8Pasal 1 ayat 26 peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas 
Aset Bank Umum 
9Al Quran dan Terjemahannya, Kementerian  Agama Republik Indonesia, (Kudus: Menara 
Kudus, 2009)  
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 Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus 
dalam kesulitan bila membayar utangnya, tangguhkan penagihan sampai dia lapang. 
Jangan menagihnya jika kamumengetahui dia sempit, apalagi memaksanya 
membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan
10
.  
Begitu pula dalam hadits disebutkan mengenai penyelamatan kredit. 
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda 
                                                  
 Artinya: 
“Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam 
kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka 
dia akan mendapat naungan Allah.” (HR. Muslim no. 3006)11 
Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik melakukan penelitian yang 
dituangkan dalam sebuah skripsi sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata 
satu pada Universitas Islam Negeri fakultas syari’ah dan hukum jurusan Ilmu Hukum 
yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelamatan Kredit Macet di PT Bank 
Sulselbar” dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian pada PT Bank 
Sulselbar sebagai tempat penelitian karena pada PT Bank Sulsebar telah mengijinkan 
dan bersedia membantu dalam hal informasi yang peneliti butuhkan untuk 
penyelesaian tugas skripsi. Besar harapan saya, hasil dari penelitian ini dapat 
bermanfaat bagi PT Bank Sulsebar dalam hal masukan baik dari aspek yuridis 
maupun keefektivan upaya penyelamatan kredit yang telah dijalankan PT Bank 
                                                   
10Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah,  h.727 
11
https://rumaysho.com/149-mudahkanlah-orang-yang-berutang-padamu.html diakses pada 17 
agustus 2016 jam 16:00 wita 
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Sulsebar yang nantinya diharapkan dapat masukan yang berguna bagi PT Bank 
Sulsebar sebagai tempat dilakukannya penelitian ini, selain PT Bank Sulsebar hasil 
penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
mendapatkan informasi terkait persoalan penelitian penyusun. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penyelamatan Kredit 
Bermasalah di PT. Bank Sulselbar”. Untuk memberikan arah yang tepat terhadap 
masalah yang dibahas, maka akan diuraikan pengertian kata-kata yang berkaitan 
dengan judul skripsi ini sebagai berikut: 
1. Hukum Perbankan di Indonesia 
Secara sederhana hukum perbankan (baking law) adalah hukum yang 
mengatur segala yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Bank 
merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai 
penghimpun dana dan penyaluran dana/ kredit
12
. Sedangkan pengertian bank 
menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha 
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-
bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak.  
2. Tinjauan Umum Tentang Kredit 
Kredit adalah peminjam berupa uang yaitu peminjam yang diberikan dari 
pihak bank kepada masyarakat, untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan. 
                                                   
12 Santoso Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 
2012), h.1 
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Dengan pembayaran melalui bank secara kredit atau cicil dengan jangka 
waktu tertentu. Penyelamatan kredit adalah serangkaian tindakan yang dapat 
dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja 
usaha debitur yang bersangkutan dan kulitas kreditnya. 
Kedua deskripsi fokus tersebut apabila di gambarkan dalam bentuk tabel maka 
akan tergambar sebagai berikut:   
 
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1 PerlinsHukum Perbankan diIndonesia segala Hukum perbankan (baking law) 
adalah hukum yang mengatur 
segala yang menyangkut tentang 
bank, baik kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan usaha bank. Bank 
adalah lembaga keuangan yang 
usaha pokoknya dengan cara 
memberikan kredit dan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran dan 
peredaran uang. 
2 Hsss Tinjauan Umum Tentang 
Kredit dan penyelamatan kredit 
Kekua Kredit secara umum yaitu 
peminjam yang diberikan dari 
pihak bank kepada masyarakat, 
untuk dipergunakan sesuai dengan 
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keperluan. Dengan pembayaran 
melalui bank secara kredit atau 
cicil dengan jangka waktu tertentu. 
Penyelamatan kredit adalah 
serangkaian tindakan yang dapat 
dilakukan bank terhadap debitur 
bermasalah untuk dapat 
memperbaiki kinerja usaha debitur 
yang bersangkutan dan kualitas 
kreditnya. 
 
C. Rumusan Masalah 
Untuk menghindari pembahasan yang mengambang terlebih dahulu penyusun 
menetapkan rumusan pokok masalah bagaimana tinjauan Yuridis terhadap upaya 
penyelamatan kredit bermasalah/macet. Berdasarkan pokok masalah tersebut maka di 
rumuskan sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT.Bank 
Sulselbar? 
2. Bagaimana upaya  dalam penyelamatan kredit bermasalah di PT. Bank 
Sulselbar? 
D. Kajian Pustaka 
Penyusunan skripsi menggunakan berbagai dukungan teori dari berbagai 
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Adapun 
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kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan menjelaskan bahwa faktor 
penyebab kredit bermasalah disebabkan oleh dua unsur yaitu; dari pihak 
perbankan dan dari pihak nasabah. Buku ini juga menjelaskan terhadap kredit 
yang mengalami kemacetan sebaikanya dilakukan penyelamatan kredit, 
sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan kredit ada lima yaitu; 
rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi dan penyitaan 
jaminan. Namun buku ini tidak membahas mengenai penyelamatan melalui 
eksternal bank 
2. Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya Bisnis Kredit Perbankan menjelaskan 
bahwa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat dilihat dari dua sisi 
yaitu; sisi debitur dan sisi bank. Buku ini juga menjelaskan bahwa tindakan 
yang dapat dilakukan bank dalam penyelamatan kredit antara lain sebagai 
berikut; pertama rescheduling, reconditioning, restructuring (R3), kedua 
manajamen assistancy, ketiga debt to equity swap, perjanjian penyelesaian 
hutang. Namun buku ini tidak membahas mengenai penyelamatan melalui 
eksternal bank. 
3. Etty Mulyani dalam bukunya Kredit Perbankan menjelaskan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah/macet yaitu; faktor 
intern bank, faktor ekstern, faktor nasabah debitur. Buku ini juga menjelaskan 
bahwa adapun bentuk penyelamatan kredit bermasalah adalah sebagai berikut; 
rescheduling, reconditioning, restructuring. Namun buku ini tidak membahas 
mengenai penyelamatan melalui eksternal bank. 
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 E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. 
Bank Sulselbar 
b. Untuk mengetahui dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah di PT. 
Bank Sulselbar 
 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Memberikan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada 
khususnya, yang berhubungan dengan upaya penyelamatan kredit 
bermasalah dan hukum perbankan 
b. Sebagai masukan bagi PT. Bank Sulselbar khususnya dan bagi perbankan  
pada umumnya 
c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan 
aspek hukum dan penerapan upaya penyelamatan kredit. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Hukum Perbankan di Indonesia  
1. Pengertian Hukum Perbankan Indonesia  
Hukum perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-
masalah perbankan yang berlaku pada saat ini di Indonesia. Hukum perbankan adalah 
„‟sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan 
Bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi eksistensinya, serta hubungannya 
dengan bidang kehidupan yang lainnya‟‟1. 
Berdasarkan pengertian di atas, pengaturan di bidang perbankan akan 
menyangkut diantaranya yaitu: 
a. Dasar-dasar perbankan yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti 
norma, efesiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, 
maksud dan tujuan perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya. 
b. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya kaedah-kaedah 
mengenai pengelolaan seperti dewan komisaris, ataupun pihak yang terafiliasi. 
Serta mengenai bentuk hukum pengelolanya dan mengenai kepemilikannya. 
c. Kaedah-kaedah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan 
umum, seperti kaedah-kaedah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, 
antitrust dan perlindungan terhadap nasabah. 
                                         
1
Muhammad  Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya  
Bakti, 2012), h. 1. 
13 
 
d. Kaedah-kaedah yang menyangkut struktur organisasi  yang mendukung 
kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank 
sentral. 
e. Kaedah-kaedah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-
dasar untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi, 
insentif, dan sebagainya. 
f. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaedah-kaedah hukum tersebut. 
2. Sumber hukum perbankan Indonesia 
Sumber hukum perbankan Indonesia dapat dibedakan atas sumber hukum 
dalam arti formal maupun sumber hukum dalam arti materi. Sumber hukum dalam 
arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Sumber 
hukum formal tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis, dimungkinkan 
adanya sumber hukum yang tidak tertulis.
2
 Berbicara mengenai sumber hukum 
formal hukum di Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
sumber utama. Sumber hukum formal yang tertulis mengenai bidang perbankan 
antara lain sebagai berikut
3
: 
a. Undang-Undang Dasar 1945 (terutama pasal 33) 
b. Undang-Undang pokok di bidang perbankan dan undang-undang pendukung 
sektor ekonomi dan yang terkait lainya seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 Tentang Perbankan 
                                         
2
E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989), h. 
84 
3
Muhammad Djumhana,  Hukum Perbankan di Indonesia.,h. 7. 
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c. Perturan Pemerintah yaitu peraturan pelaksanaan dari undang-undang perbankan, 
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum, Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akusisi 
Bank. 
Sumber hukum formal yang tidak tertulis antara lain yurisprudesi, konvensi 
(kebiasaan), doktrin, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam 
kegiatan pebankan 
3. Asas, fungsi, dan tujuan pebankan 
Perbankan ada segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya
4
. Asas perbankan yang dianut di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu “perbankan 
Indonesia dalam melalukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
mengunakan prinsip kehati-hatian”. Asas demokrasi ekonomi adalah demokrasi 
ekonomi berdasarkan pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini 
tertuang dalam pasal 33 undang-undanng dasar 1945. Prinsip kehati-hatian adalah 
perbankan diharapkan dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan 
masyarakat penyimpan dana dan meningkatkan kegiatan ekonomi
5
. 
Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-
Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, ”fungsi utama perbankan Indonesia 
                                         
4
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia., h.18. 
5
ZainalAsikin, pokok-pokok hukum perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada,1997), h. 7. 
15 
 
adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. berdasarkan ketentuan di  
atas, fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 
(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks 
of funds) 
Pemberian kredit bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang 
diperoleh akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam 
bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk usahanya. Tentunya 
dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank mendapat sumber pendapatan dalam 
bentuk bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu 
pemberianya dilakukan harus dengan teliti dan memenuhi persyaratan. 
Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan 
stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
6
 
4. Resiko Perbankan  
Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi resiko termasuk juga usaha 
bank. Usaha bank merupakan usaha dibidang jasa keuangan yang menghadapi 
berbagai macam resiko. Resiko usaha bank adalah tingkat ketidakpastian mengenai 
keuntungan yang diharapkan akan diterima oleh bank. Ada 10 macam resiko usaha 
yang dihadapi oleh bank yaitu
7
: 
a. Resiko kredit (default risk) 
b. Resiko investasi (ivestment risk) 
                                         
6
Pasal 4 undang-undang Nomor 10 tahun 1998  tentang  perbankan 
7
Abdulkadir Muhammad, hukum perusahaan Indonesia, (Bandung: PT citra aditya 
bakti,2010),  h. 299-302 
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c. Resiko likuiditas (liquidity risk) 
d. Resiko opersional (operating risk) 
e. Resiko penyelewengan (fraud risk) 
f. Resiko fidusia (fiduciary risk) 
g. Resiko tingkat bunga (interest rate risk) 
h. Resiko solvensi (solvency risk) 
i. Resiko valuta asing (foreign currency risk) 
j. Resiko persaingan 
Resiko yang dikelola dengan baik dapat menjaga kinerja perusahaan terhindar 
dari kerugian. Manajemen resiko dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur dan 
metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, 
memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank
8
. 
Manajemen resiko perbankan diharapkan dapat mengendalikan resiko yang mungkin 
terjadi untuk mengurangi kerugian. Untuk meminimalisir resiko yang dihadapi, 
manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga 
berbagai resiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi.  
Penerapan manejemen resiko sekurang-kurangnya mencakup antara lain 
pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan 
penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 
pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko dan sistem 
pengendalian intern yang menyeluruh
9
. 
                                         
8
Pasal 1ayat 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003Tentang  manejemen resiko 
bagi Bank Umum 
9
Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003  Tentang Manajemen Resiko 
Bagi Bank Umum. 
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Menurut pasal 1 ayat 2 UU Perbankan, Bank adalah „‟badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan tarif hidup rakyat banyak‟‟. Bank merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam 
bidang keuangan
10
. 
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya dengan cara  
memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang
11
. Di 
samping itu ada juga yang memberikan arti kepada bank sebagai suatu institusi yang 
mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang  
untuk menerima deposito memberikan pinjaman, dan menerbitkan promissory notes 
yang sering disebut dengan bank notes. Namun demikian, fungsi bank yang orisinil 
adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas, dan lain-lain
12
. 
Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat 
luas, yang dikenal dengan istilah didunia perbankan adalah kegiatan funding. 
Pengertian menghimpun dana yang dimaksud adalah mengumpulkan atau mencari 
dana dengan cara membeli dari masyarakat. Hal ini dilakukan oleh bank dengan cara 
memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanam dananya dalam bentuk 
simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. 
Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan 
                                         
10
http://afand.abatasa.com/post/detail/2357/sejarah-perbankan-pengertian-asas-fungsi-dan-
tujuan.diakses pada 24 januari pukul  17.32 WITA 
11
Suadarsono, kamus hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta jakarta, 2007), h. 46. 
12
Munir Fuady, hukum perbankan modern,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 13 
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memberikan imbalan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. 
Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. 
Oleh karena itu pihak perbankan harus memberikan sebagai imbalan dan kepercayaan 
sehingga masyarakat berminat untuk menambahkan dananya kepada bank tersebut
13
. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan bank adalah menerima 
deposito uang, custody, menerbitkan uang untuk memberikan pinjaman dan diskonto, 
memudahkan penukaran uang tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank 
memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan menuntut bunga. 
Yang termasuk asas-asas perbankan seperti norma efesiensi, keefektifan, 
kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, hubungan, hak, dan kewajiban 
bank.  
Jenis dana yang dapat dihimpun dari bank antara lain
14 
: 
a. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan 
pemindah bukuan  
b. Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 
tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank 
c. Sertifikat deposito, yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti 
penyimpanannya dapat dipindahtangankan 
d. Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 
syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 
                                         
13
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), h.. 
24-25 
14
Widjanarto, hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia, (Jakarta: pustaka utama 
grafiti,2003), h. 66 
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dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
Berdasarkan fungsi utama bank yang telah disebutkan di atas, fungsi dari bank 
dapat diperluas dan dirinci sebagai berikut: 
a. Fungsi menghimpun dana. Dana yang dikumpulkan oleh bank pada dasarnya 
berasal dari tiga sumber pokok, yaitu dari masyarakat yang mempunyai kelebihan 
pendapatan dalam bentuk: simpanan giro, simpanan deposito, tabungan, dan lain-
lain. Dana yang berasal dari lembaga-lembaga penanaman modal yang mempunyai 
dana untuk diputarkan secara terus menerus seperti asuransi dan dana pensiun, 
serta dari dunia usaha dan masyarakat yang mempunyai kelebihan dana sementara. 
b. Fungsi pemberian kredit. Dengan menggunakan dana yang bervariasi seperti 
tersebut di atas, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk pemberian kredit 
bagi dunia usaha maupun masyarakat dengan perhitungan yang tidak 
membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah. Pemberian kredit ini dapat 
berupa kredit jangka pendek yang berarti memberi pengaruh langsun terhadap 
pasar uang atau kredit jangka menengah dan panjang yang mempunyai pengaruh 
langsung terhadap pasar modal dalam arti luas. 
c. Fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Fungsi ini dilakukan dalam berbagai 
bentuk, seperti pemberian jaminan bank, pengiriman uang dari satu daerah ke 
daerah lain, pembukaan L/C didalam maupun di luar negeri. 
d. Fungsi sebagai  media kebijakan moneter. Perbankan dalam hal ini bank menerima 
simpanan giro mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang. Berdasarkan 
kemampuan tersebut, maka perbankan menjadi media terpenting bagi bank sentral 
dalam pelaksanaan kebijakan moneter. 
e. Fungsi penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan 
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administrasi. 
Perbankan di Indonesia selain mempunyai fungsi yang lazim seperti yang 
diuraikan di atas, juga mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan 
(agent of  development) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung 
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke 
arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari 
pasal 4 UU perbankan yaitu kegiatan perbankan Indonesia bertujuan menunjang 
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan 
rakyat banyak. 
Dengan demikian dalam praktek, pemerintah dapat menugaskan bank untuk 
melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor 
perekonomian tertentu dan pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
perbankan di Indonesia memiliki tugas-tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan 
menyalurkan kredit juga dapat  berfungsi untuk turut menjaga kestabilan moneter. 
Pasal 4 UU perbankan menyebutkan bahwa tujuan dari perbankan Indonesia 
adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 
kesejahteraan rakyat banyak. 
Selain dari tujuan perbankan tersebut di atas, perbankan pada umumnya 
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terbagi atas dua tujuan
15 
. Adapun yang pertama yaitu sebagai penyedia mekanisme 
dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang 
tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam 
kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, 
maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara  barter yang memakan waktu. 
Tujuan jasa perbankan yang kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah 
dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank 
meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila 
peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat.  
Dalam pasal 5 ayat 1 UU perbankan disebutkan bahwa bank terdiri dari dua 
jenis yaitu 
1. Bank Umum 
Jenis yang pertama adalah bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti 
dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilaya 
operasional dapat dilakukan diseluruh wilaya Indonesia. 
Bank umum ini bersifat bank devisa dan ada pula yang bersifat non-devisa. 
Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau 
berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan misalnya transfer keluar 
negeri. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia 
(BI). Adapun bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 
melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan 
                                         
15
http//id.wikipedia.org/wiki/bank, diakses pada 26 oktober 2015 pukul 17.55 Wita 
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kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas 
Negara
16
. 
2. Bank Perkreditan Rakyat 
Jenis bank yang kedua adalah Bank Perkredita Rakyat (BPR), yaitu bank yang 
kegiatannya  menerima simpanan hanya dalam bentuk tabungan, deposito berjangka 
dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Larangan bagi BPR adalah menerima 
rekening giro serta melaksanakan kliring. Begitu juga dengan jangkauan wilayah 
operasionalnya sangat terbatas di kecamatan-kecamatan dan pedesaan saja. 
Kedua jenis bank tersebut di atas, baik bank umum dan bank Perkreditan 
rakyat dapat memilih menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan sistem 
konvensional atau sistem syariah. 
 Jenis-jenis bank dapat dibedakan berdasarkan fungsinya
17
, yaitu: 
1) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia; 
2) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
atau secara prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatanya memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU Perbankan); 
3) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau secara prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatanya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 4 UU Perbankan); 
4) Bank Umum yang mengkhususkan dirinya untuk melaksanakan kegiatannya 
tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. 
                                         
16
Kasmir, Dasar-dasar perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h.21 
17
Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Indonesia , h.55 
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Selain berdasarkan fungsinya, bank dapat juga dibedakan berdasarnya 
kepemilikannya. Pertama adalah Bank Umum Milik Negara. Bank ini adalah jenis 
bank yang hanyak didirikan berdasarkan undang-undang. Jenis bank kedua adalah 
bank umum swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan dijalankan usahanya 
setelah mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia. 
Pengolongan bank berdasarkan fungsinya yang ketiga adalah bank campuran. 
Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama satu orang atau lebih 
bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara 
Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga 
negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. 
Jenis bank yang terakhir adalah Bank Milik Pemerintah Daerah. Bank ini merupakan 
Bank Pembangunan Daerah, dimana bank tersebut telah disesuaikan dengan bank 
umum. 
4. Jenis-jenis Usaha Bank dan Larangan Usaha bank  
Sesuai dengan Pasal 6 UU Perbankan, usaha bank umum meliputi: 
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito 
berjangka, sertifikat deposito, tabungan; 
b. memberikan kredit; 
c. menerbitkan surat pengakuan utang; 
d. membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan 
dan atas perintah nasabahnya. Surat-surat wesel  termasuk wesel yang diakseptasi 
oleh bank, surat pengakuan hutang, kertas perbendaharaan Negara, surat jaminan 
pemerintah, sertifikat bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu 
sampai dengan satu tahun, instrument surat  berharga lainnya; 
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e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; 
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada 
bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana komunikasi, maupun wesel, 
cek, atau sarana lainnya; 
g.menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ; 
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 
kontrak; 
j. melakukan penempatan dana dari nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang 
tidak tercatat di bursa efek; 
k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 
l. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip 
syari‟ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia; 
m. melakukan kegiatan lain yang lazimnya dilakukan oleh bank sepanjang tidak 
bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, berdasarkan pasal 7 UU 
Perbankan, bank umum dapat pula melakukan usaha; 
a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh bank Indonesia; 
b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang 
keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, 
serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia; 
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c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 
kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia; 
d. bertindak sebagai pendiri dana pension sesuai dengan ketentuan dalam 
perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. 
Berdasarkan pasal 10 UU perbankan, Bank umum dilarang melakukan 
kegiatan usaha sebagai berikut; 
a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 
angka (2) dan (3) di atas; 
b. melakukan usaha perasuransian; 
c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 
6 dan pasal 7. 
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Penyelamatan kredit 
1. Pengertian Kredit 
Kredit berasal dari bahasa latin yaitu ‟‟credere‟‟ (“credo” dan “creditum”) 
yang kesemuanya berarti kepercayaan. Dalam hubungan ini, kreditur atau pihak yang 
memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah 
penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan 
syarat-syarat  yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang 
bersangkutan
18
. Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, artinya prestasi yang 
diberikan dan diyakini dapat  dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu 
                                         
18
Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia 
pustaka utama, 2001). h. 236. 
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dan syarat yang telah disepakati bersama
19
.  
Dengan demikian, kredit itu dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan 
prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain sedangakan 
kontraprestasinya akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Menurut 
Raymond P. kent (1972) dalam bukunya Monay and Banking mengatakan bahwa 
kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan 
pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena 
penyerahan barang-barang sekarang
20
. Menurut Hasibuan  kredit adalah semua jenis 
pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai 
dengan perjanjian yang telah disepakati
21
. Menurut viethzal rivai kredit adalah 
penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) 
atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau debitur) dengan janji 
membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah 
disepakati kedua belah pihak
22
. Sastradipoera menyebutkan kredit adalah penyediaan 
uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam 
meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban 
melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah 
bunga ditetapkan lebih dahulu
23
. 
 
                                         
19
H.R.Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,2005), 
h. 123. 
20
Tamrin Abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persad, 2012), 
h.163 
21
Hasibuan Melayu, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2004), h.87 
22
Viethzal, dkk, credit manangement handbook,(Jakarta: PT.RajaGrafindo persada,2013), h. 
23
Sastradipoera,strategi manajemen bisnis perbankan,(bandung:kappa-sigma,2004),h.151 
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Secara yuridis pengertian kredit menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 
Tentang Perbankan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 11: 
„‟Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga’’ 
Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit berupa 
uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai 
kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank 
(kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai 
dengan pinjaman yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan 
kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu suku bunga telah ditetapkan 
bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabilah debitur ingkar janji terhadap 
perjanjian yang telah dibuat bersama. 
Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari 
kepercayaan disini adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang 
disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima 
kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk 
membayar sesuai jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank 
bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengdkn 
analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, 
prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis 
ini agar bank yakin kredit yang diberikan benar-benar aman. 
Unsur dalam kredit tersebut adalah terdapat dua pihak, yaitu kreditur (bank) 
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dan debitur (nasabah) dan merupakan hubungan kerja sama yang saling 
menguntungkan dan di dalam perkreditan harus terdapat kepercayaan, kesepakatan, 
jangka waktu, resiko, dan balas jasa.  Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih 
dahulu akan sangat membahayakan pihak bank
24
. 
2. Jenis-jenis Kredit Pada Bank Konvensional 
Dalam menguraikan jenis-jenis kredit, dapat dilihat dari tujuanya, jangka 
waktunya, jaminannya, orangnya (yang menerima dan memberi kredit) dan tempat 
kediamannya. Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan 
dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini 
disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Dalam praktiknya 
kredit yang diberikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat 
sendiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai 
segi salah satunya, yaitu
25
: 
1) Kredit konsumsi 
Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak 
ketiga/perorangan (termaksud karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi 
berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainya. 
Kredit yang termasuk dalam kredit konsumsi ini adalah kredit kendaraan pribadi, 
kredit perumahan (untuk dipakai sendiri), kredit untuk pembayaran sewa/kontrak 
rumah, dan pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk 
juga kredit profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, 
                                         
24
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014), 
h. 87. 
25
Veithzal,dkk, Credit Management Handbook (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada,2013), 
h.12-15 
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notaries, dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta 
barang-barang yang dibeli dengan kredit itu. 
2) Kredit Modal Kerja 
Kredit modal kerja adalah kredit untuk modal kerja perusahaan, seperti 
pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, 
biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain. 
3) Kredit Investasi 
Kredit investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan 
kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun 
pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin bangunan dan 
tanah untuk pabrik. 
3. Kolektibilitas Kredit 
Kredit bermasalah atau kredit macet dapat dilihat dan diukur dari 
kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran 
pokok (angsuran pokok) dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan 
diterimanya kembali dana tersebut. Kolektibilitas kredit diatur dalam peraturan bank 
Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum. 
Berdasarkan keadaan kredit dari segi kolektibilasnya ada empat yaitu: 
a. kredit lancar (pass) 
suatu kredit dikatakan lancar apabila pembayaran ansuran pokon dan/ atau 
bunga tepat waktu dan memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit 
yang dijamin dengan agunan tunai. 
b. kredit kurang lancar (substandard) 
suatu kredit dikatakan kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan 
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ansuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari, atau sering terjadi 
cerukan, atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau terjadi pelangaran 
kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari atau terdapat indikasi masalah keuangan 
yang dihadapi debitur, atau dokumentasi pinjaman yang lemah 
c. kredit diragukan (doubtful) 
suatu kredit dikatakan kredit diragukan apabila terlambat tunggakan angsuran 
pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau sering terjadi cerukan 
yang bersifat permanen, atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi 
kapitalisasi bunga, atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit 
maupun peningkatan jaminan 
d. kredit macet (loss) 
suatu kredit dikatakan kredit macet apabila terdapat ansuran pokok dan/ atau 
bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan 
pinjamnan baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat 
dicairkan pada nilai wajar 
Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang 
performing loan (tidak bermasalah), sedangkan kredit yang masuk dalam golongan 
kurang lancar, diragukan, macet dinilai sebagai kredit non performing loan (kredit 
bermasalah). Kredit macet atau problem loan adalah  kredit yang mengalami 
kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena 
kondisi di luar kemampuan debitur
26
.  
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Dahlan siamat, Manajemen Bank Umum., (Jakarta: intermedia,1993),  h. 20 
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Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit 
mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga 
menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analis 
kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut 
macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan risiko tersebut 
seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua 
unsur sebagai berikut
27
. 
1. Dari pihak Perbankan 
Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa 
yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam 
melakukan dalam perhitungan. Dapat juga terjadi akibat kolusi dari pihak analis 
kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif 
dan akal-akalan. 
2. Dari pihak nasabah  
Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal, yaitu: 
Pertama adanya  unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak 
bermaksud membayar kewajibanya kepada bank sehingga kredit yang diberikan 
macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan untuk membayar walaupun 
sebenarnya nasabah mampu.; kedua adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur 
mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit hama, kebanjiran, 
dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit ada. 
 Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga 
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Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT RAjaGrafindo Persaja, 2014), h.148-149 
32 
 
tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan 
memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yng 
terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk 
membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaikanya dilakukan 
penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian. 
 Penyelamatan terhadap kredit macet
28
: 
    1.  Rescheduling 
       a. Memperpanjang jangka waktu kredit 
 Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu 
kredit, misalnya perpanjangan dalam jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu 
tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk 
mengembalikanya. 
       b.Memperpanjang jangka waktu angsuran 
 memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangak waktu kredit. Dalam 
hal ini jangka waktu kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali 
menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring 
dengan penambahan jumlah angsuran 
        2. Reconditioning 
dengan cara mengubah barbagai persyaratan yang ada seperti: 
      a. kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bungan dijadikan utang pokok 
      b. penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu 
 maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayaranya, sedangkan pokok 
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pinjamanya tetap harus dibayar seperti biasa 
      c. penurunan suku bunga 
 penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. 
Seperti contoh, jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 
15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunn suku 
bungan akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga 
diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. 
     d. Pembebasan bunga 
 dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan 
pertimbangan nasabah sudah tidak akan menunggak lagi membayar kredit tersebut. 
Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman 
sampai lunas. 
       3. Restructuring 
Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara 
menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan 
dana dan usahanya yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi: 
    a. menambah jumlah kredit 
    b. menambah equity  
       4. Kombinasi 
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas misalnya 
kombinasi restructuring dengan reconditioning atau rescheduling dengan 
restructuring 
       5.Penyitaan jaminan 
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabilah benar-benar nasabah 
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tidak mempunyai itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua 
utang-utangnya. 
      D.  Kerangka Konseptual  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
PENYELAMATAN KREDIT 
BERMASALAH 
1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 
tentang perbankan 
2. Peraturan Bank Indonesia 
3. Pasal 1131-1134 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata  
 
1.  Faktor penyebab kredit 
bermasalah 
a.Faktor internal bank 
b.Faktor eksternal 
c.faktor nasabah 
 
2. Upaya dalam menangani 
kredit bermasalah  
a.Internal bank 
b.Eksternal bank  
 
 
Untuk menjaga kualitas aset Bank  Umum 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian: 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan 
praktik dengan menggunakan data primer mengenai tinjauan yuridis penyelamatan 
kredit bermasalah/macet di PT bank sulselbar Makassar.  
2. Lokasi Penelitian: 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 
permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan 
penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Penelitian ini  
difokuskan di kantor pusat PT Bank Sulselbar Makassar  Jalan. Dr. Sam Ratulangi 
No.16 Makassar. Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian di PT. Bank 
Sulselbar karna dalam pengambilan data mengenai kredit bermasalah yang ingin 
peneliti dapatkan hanya bisa diambil dikantor pusat, sedangkan PT. Bank Sulselbar 
satu-satunya bank yang berkantor pusat di Makassar 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, 
maka spesifikasi pada penelitian ini adalah : 
1. Pendekatan Yuridis Normatif suatu penelitian yang secara deduktif dimulai 
analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis 
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maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun 
terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya 
penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif 
tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan 
dalam prakteknya. 
2. Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu  penelitian hukum yang menggunakan data 
sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer 
atau data lapangan. 
3. Pendekatan Syariah yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang bersumber 
dari Al Qur’an dan As Sunnah. 
C.   Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 
dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini. 
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi 
penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan 
materi yang dibahas. Data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, serta bahan hukum tertier yang dikumpulkan berdasarkan topik 
permasalahan yang telah dirumuskan:
1
 
a. Bahan hukum primer, berupa UU NO.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan 
Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012 mengenai Restrukturisasi Kredit  
                                                          
1
Johnny Ibrahim,  Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang : Bayumedia 
Publishing, 2006),  h. 392.  
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b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel 
ilmiah, dan lain-lain. 
c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan KBBI. 
D.  Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan masalah yang penyusun teliti. 
2. Wawancara,2 yaitu proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab 
sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 
informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 
wawancara). Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan pegawai yang 
berkompoten pada bagian Kredit PT Bank sulselbar Makassar. 
3. Observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata 
tanpa ada pertolongan alat lainnya untuk keperluan  pengamatan dan pencatatan 
secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.
3
. 
E.  Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian 
saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, 
dokumen, dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari 
sumber - sumber informasi.  
 
 
                                                          
2
 Moh, Nasir, metode penelitian,(Jakarta: ghalia Indonesia,1988),  h.234 
3
 Moh, Nasir, metode penelitian,  h.121 
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F.   Teknik Pengolahan dan Analisis 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data 
sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian  yang dilakukan guna 
mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan 
penilaian apakah penyelamatan kredit disuatu bank  kemudian dipaparkan secara 
deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. 
G.  Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai 
berikut : 
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip, atau 
memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 
2. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
 
 
 
 
 
 39 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar: 
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada 
tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 
tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 
67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 
Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. 
Dengan lahirnya Peraturan Daerah No.01 tahun 1993 dan penetapan modal 
dasar menjadi Rp 25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan 
sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam 
rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas 
(PT) diatur dalam Peraturan Daerah  No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status 
Bentuk Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum 
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal 
Dasar Rp. 650 milyar. 
Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan 
Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. 
Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati 
Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang 
Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemengang Saham Perseroan Terbatas PT. 
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Bank Sulsel, Nomor 16 tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para 
pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar. 
Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah 
memperoleh persetujuan Bank Indonesia Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank 
Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Pengunaan Izin Usaha 
Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank 
Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar
1
. 
 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Di PT.Bank Sulselbar 
 Kelancaran kredit tidak bisa bertahan tanpa dukungan dari debitur serta 
kreditur itu sendiri. Dalam setiap perikatan dalam pengkreditan harus saling mengerti 
tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan kelangsungan kreditnya. Akan 
tetapi hubungan debitur dengan kreditur tidak bisa berjalan sesuai keinginan. Banyak 
hal yang bisa membuat hubungan tidak bisa baik yang berakibat pada kredit 
bermasalah.  
 
 
 
                                                          
1
www.banksulselbar.co.id 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah/macet
2
: 
1. Faktor intern bank, antara lain: 
a lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan 
administrasi kredit. Oleh karena itu, pimpinan bank tidak dapat 
memantau pengunaan kredit dan perkembangan kegiatan usaha ataupun 
kondisi keuangan nasabah debitur secara cermat sehingga tidak dapat 
melakukan tindakan koreksi sedini mungkin.  
b Rendahnya kemampuan dan ketelitian bank dalam melakukan analisis 
kelayakan permintaan kredit yang diajukan calon nasabah debitur. 
Penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan dan pengalaman pejabat 
bank dalam menjalankan tugas sehingga terjadi kolusi antara pejabat 
bank dan nasabah debitur. 
c komukasi antara bank dan nasabah tidak berjalan lancar 
2. Faktor ekstern, meliputi 
 Kondisi usaha dan likuiditas keuangan nasabah debitur dapat menurun karena 
pengaruh berbagai macam faktor exstern yang berada diluan kemampuan mereka. 
Selanjutnya, penurunan likuiditas tersebut akan mempengatuhi kemampuan 
pengembalian kredit. 
 Faktor ekstern pertama adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang 
usaha yang tidak menguntungkan. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan 
jumlah hasil penjualan barang dan jasa yang mereka usahakan. Faktor tersebut paling 
mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah di Indonesia sekarang ini karena akibat 
adanya krisis moneter. Hal ini juga terjadi pada PT. Bank Sulselbar 
                                                          
        
2
Etty Mulyati, Kredit Perbankan, (Bandung :PT.Refika Aditama, 2016),  h. 207-208 
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 Faktor ekstern kedua adalah faktor alam, yaitu adanya bencana-bencana yang 
membawa akibat penurunan usaha nasabah debitur, seperti gempa bumi, banjir, 
badai, dan kebakaran. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk 
mengembangkan kondisi ekonomi keuangan atau sektor-sektor usaha tertentu 
kadang-kadang membawa dampak kurang menguntungkan bagi sektor usaha lain  
dan menjadikan hasil usaha atau likuiditas keuangan mereka menurun, seperti 
kebijakan pemerintah sekarang ini untuk menahan laju inflasi, yaitu peningkatan 
suku bunga pinjaman sangat tinggi sehingga secara langsung sektor dunia usaha 
menjadi buruk. 
3. Faktor nasabah debitur 
Nasabah debitur terbagi menjadi dua kelompok yaitu perorangan dan 
perusahaan/korporasi. Sumber dana pembayaran kredit bagi sebagian besar nasabah 
debitur perorangan adalah penghasilan tetap seperti gaji, upah, dan honorarium. 
Setiap gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap akan 
menganggu likuiditas keuangan sehingga pembayaran kredit kurang lancar.  
 Dari hasil wawancaran Agus Salim Syukur
3
 menerangkan bahwa faktor-
faktor penyebab kredit bermasalah di PT. Bank Sulselbar ada beberapa faktor ialah: 
 
Pertama kemampuan usaha, kedua peruntukan kredit tidak jelas, ketiga 
human error, keempat debitur berpinda lokasi kerja, kelima kredit tidak 
diasuransikan. 
 
 
 
                                                          
3
Agus, Analis Kredit Khusus kantor pusat PT. Bank Sulselbar, wawancara, Makassar 12 juli 
2016 
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Hal tersebut relevan dengan penjelasan Makkaratte Syam
4
, menambahkan faktor 
penyebab terjadinya kredit macet ialah: 
 
Pertama krisis moral dan akhlak, kedua kemampuan usaha, ketiga masalah 
ekonomi, keempat peruntukan kredit tidak jelas, kelima bencana, keenam 
penyalahgunaan dana, ketujuh kurang cermat dalam memberikan kredit, 
kedelapan debitur pindah lokasi kerja, kesembilan kredit tidak diasuransikan. 
 Setelah menyimak pendapat yang diutarakan oleh para informan, penulis 
berpendapat penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Sulselbar ada 
beberapa faktor, beberpa faktor tersebut dibagi kedalam  ada dua jenis kredit yang 
disalurkan yaitu produktif dan konsumtif adalah sebagai berikut: 
1) Kredit Produktif 
 Kredit produktif bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat 
mencapai tujuannya yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat 
diwujudkan. Kredit produktif merupakan bentuk kredit yng bertujuan untuk 
memperlancar proses jalanya produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, 
pengolahan sampai pada proses penjualan barang-brang yang sudah jadi. Pengunaan 
kredit produktif dalam proses produksi mengalami perputaran yang tidak sama. 
Terhadap alat-alat produksi yang berupa modal tetap seperti mesin-mesin, perputaran 
modal itu akan berakhir setelah proses produksi selesai sedang pada bahan-bahan 
pembantu dan juga tenaga kerja, maka ini hanya satu proses produksi saja
5
. 
 Jenis kredit produktif yang disalurkan oleh PT. Bank Sulselbar tersedia untuk 
pinjaman uang yang diberikan kepada debitur untuk keperluan usaha. Kredit 
produktif ada dua jenis, pertama Kredit Modal kerja (KMK), kedua Kredit Investasi 
                                                          
4
Makkaratte, Pensiunan Mantan Pemimpin Departemen Kredit Khusus PT. Bank Sulselbar, 
wawancara, Makassar 13 juli 2016 
5
Veithzal,dkk, Credit Management handbook, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013), h.10  
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Biasa (KIB). Dalam jenis kredit ini beberapa penyebab seringnya terjadi kredit 
bermasalah antara lain: 
a) Kemampuan Usaha 
Perkreditan pasti tidak akan lepas dengan yang namanya resiko. Resiko 
dalam perkreditan itu merupakan suatu hal yang sering terjadi, tapi masalah yang 
berlarut-larut dan tidak dapat diselamatkan lagi secara otomatis akan disusul dengan 
pelelangan. Setiap debitur pasti menginginkan kreditnya  lancar yaitu dengan 
kelancaran kemampuan usaha debitur itu sendiri untuk membayar angsuran 
kreditnya, tetapi tidak semua debitur mampu membayar angsuran kreditnya secara 
lancar, salah satu penyebabnya ialah kemapuan usaha debitur dalam mengelola dana 
(kredit) yang diberikan bank, hal ini membuat kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
debitur terbengkalai sehingga terjadi ketidakstabilan dalam hal pendapatan, dan 
persaingan usaha sehingga terkadang terjadi kredit bermasalah, hal ini termasuk 
dalam kategori faktor eksternal/ketidak sengajaan debitur. 
b) Penyalagunaan kredit/ peruntukan kredit tidak jelas 
Penyelahgunaan kredit atau mengunakan kredit yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya. Seharusnya dalam dalam pinjaman kredit produktif 
diperuntukan untuk mengembangkan usaha debitur akan tetapi debitur 
tersebut mengunakan kredit tersebut untuk keperluan pribadinya. Contoh 
pertama debitur meminjam kredit modal kerja (KMK) untuk membeli barang 
dalam rangka mengembangkan usahanya akan tetapi debitur membeli 
kendaraan, alat elektronik, alat rumah tangga dan lain-lainya. Contoh kedua 
debitur meminjam kredit investasi biasa (KIB) untuk membeli 5 buah mesin 
penggiling padi yang baru untuk investasi perusahaanya akan tetapi debitur 
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hanya membeli 2 buah mesin pengiling padi, atau membeli 5 mesin pengiling 
yang second yang mengakibatkan kurang kinerja produktif. hal ini termasuk 
dalam kategori faktor eksternal/kesengajaan debitur 
c) Human Error 
 Menurut George A. Peters
6
, human error adalah suatu penyimpangan dari 
standar performnsi yang telah ditentukan sebelumnya sehingga menyebabkan adanya 
penundaan akibat dari kesulitan, masalah, insiden dan kegagalan. Human error 
merupakan kesalahan dalam pekerjaan yang disebabkan oleh ketidak sesuaian atas 
pencapaian dengan apa yang diharapkan. Dalam prakteknya, human error terjadi 
ketika serangkaian aktifitas kita dilapangan kerja yang sudah direncanakan, ternyata 
berjalan tidak seperti yang kita inginkan sehingga kita gagal mencapai target yang 
diharapkan. Namun human error tidak mutlak disebabkan oleh kesalahn manusia. 
 Peters
7
 meneliti lebih dalam lagi dan menemukan bahwa human error bisa 
juga terjadi karna kesalahan pada perancangan serta prosedur kerja. Human error 
yang dimaksud disini antara lain karena akibat debitur dan bencana. Contoh 
pertaman, debitur yang ditipu oleh orang/distributor ketika ingin membeli barang 
dalam mengembangkan usahanya. Contoh kedua, debitur mengalami bencana seperti 
kebakaran, kebanjiran dan lain-lain yang membuat usaha debitur bangkrut, sehingga 
membuat kredit debitur mengalami masalah. Menurut Agus Salim Syukur
8
 bank 
selaku pemberi kredit tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. hal ini termasuk 
dalam kategori faktor eksternal/ketidak sengajaan debitur. 
                                                          
6
www.jobsdb.com 
7
www.jobsdb.com 
8
Agus, Analis Kredit Khusus kantor pusat PT. Bank Sulselbar, wawancara, Makassar 12 juli 
2016 
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d) Krisis Moral dan Akhlak 
   Dalam pengkreditan moral dan akhlak yang baik sangat diperlukan dalam 
kelancaran kredit namun hal tersebut tidak berjalan sesuai keinginan misalnya 
kelalaian tanggung jawab debitur, seperti debitur yang usahanya sehat akan tetapi 
tidak lancar dalam membayar angsuran kreditnya. Sehingga terjadilah masalah dalam 
kredit tersebut. Hal ini termasuk dalam kategori faktor eksternal/ketidak sengajaan 
debitur 
e) Masalah Ekonomi 
 Masalah ekonomi dalam pengkreditan biasanya dapat menjadi pemicu 
terjadinya kredit bermasalah, seperti masalah krisis moneter yang mengakibatkan 
kenaikan suku bunga kredit sehingga debitur sulit untuk membayar angsuran 
kreditnya yang lebih banyak dari angsuran sebelumnya. Hal ini termasuk dalam 
kategori faktor eksternal/ketidak sengajaan debitur 
2) Kredit Konsumtif  
  Kredit konsumtif adalah kredit untuk memperoleh barang-barang atau 
kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Kredit konsumtif 
dibagi menjadi dua yang pertama kredit konsumtif untuk umum dan kredit konsumtif 
untuk pemerintah. Kredit konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan 
fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat dimana kegiatan 
produksi/distribusi sedang mengalami gangguan. Dalam masan konjuntur tinggi, 
suatu perusahaan sering mengalami gangguan-gangguan dalam mempertingi 
kegiatan produksinya karena modal-modal yang tersedia harus diintensifkan dalam 
proses produksi sehingga untuk keperluan konsumsi, pimpinan perusahaan harus 
mengambil kredit konsumtif. Dengan demikian, kredit konsumtif mempunyai arti 
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ekonomi, di mana dengan adanya penarikan kredit konsumtif oleh sesuatu 
perusahaan, proses produksi akan berjalan dengan lancer dan memberikan hasil yang 
banyak. Antara kredit konsumtif dan kredit produktif terdapat suatu perbuatan 
interacting (suatu kegiatan tibal), yaitu adanya kenaikan konsumsi meminta suatu 
keharusan kenaikan produksi. Mengenai kredit konsumtif untuk pemerintah, di satu 
pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah itu sendiri karena dapat 
mengakibatkan inflasi, dan di lain pihak akan menjadi beban bagi masyarakat dalam 
bentuk pajak-pajak luar biasa
9
. 
  Penyaluran kredit konsumtif di PT. Bank Sulselbar diperuntukan untuk 
pegawai negeri sipil (PNS). Jenis kredit ini merupakan segmen pasar pembiayaan 
kredit PT. Bank Sulselbar menurut data dari 5 tahun terakhir 78% presentase 
penyaluranya. Jenis kredit ini merupakan penyaluran terbesar daripada kredit 
produktif yang hanya 22%. Walaupun kredit konsumtif dalam penyaluranya sangat 
besar akan tetapi masalah dalam kredit tersebut minim sekali yang mengalami 
masalah, yaitu yang hanya 0,31%. Hal ini terjadi karna dalam pembayaran angsuran 
kredit tesebut diautodebet langsung melalui rekening pegawai yang bersangkutan 
oleh PT. Bank Sulselbar.  
 Dalam jenis kredit ini beberapa penyebab seringnya terjadi kredit bermasalah 
antara lain: 
a)    Pegawai berpindah lokasi kerja 
 Dalam Hal terjadinya perpindahan lokasi kerja pegawai negeri sipil, PT. Bank 
Sulselbar tidak mempunyai kapasitas untuk melarang perpindahanya, Walaupun 
perpindahan lokasi kerja pegawai negeri sipil tersebut diluar provinsi sulsel dan 
                                                          
9
Veithzal,dkk, Credit Management handbook, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013), h10 
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sulbar mengakibatkan PT. Bank Sulselbar sulit dalam melakukan pengawasan dalam 
mengelola dana debitur tersebut. Hal ini termasuk dalam kategori faktor 
eksternal/ketidaksengajaan debitur 
   b)   Kredit tidak diasuransikan 
 Pegawai negeri sipil yang meminjam kredit di PT. Bank Sulselbar otomasil 
juga kredit tersebut diasuransikan. Akan tetapi asuransi tersebut hanya dapat diclaim 
75% dari nilai kredit apabila pegawai tersebut meniggal dunia. Namun untuk 
pegawai negeri sipil yang telah diberhentikan atau pemutusan hubungan kerja 
(PHK). PT. Bank Sulselbar tidak bisa lagi mengawasi dan mengelola gaji debitur 
tersebut untuk diautodebet dan mengakibatkan kredit debitur tersebut bermasalah, 
karena gaji debitur yang bersangkutan tidak ada. Hal ini termasuk dalam kategori 
faktor eksternal/ketidak sengajaan debitur. 
   c)    Pihak kreditur kurang cermat dalam menganalisi kredit  
 Penyebab ini terjadi pada jenis kredit produktif maupun konsumtif, penyebab 
ini merupakan faktor penyebab kredit bermasalah dari internal bank yang salah 
dalam menganalisis calon debiturnya. Walaupun ini merupakan faktor dari internal 
bank akan tetapi tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pihak kreditur,  juga dapat 
disebabkan oleh debitur yang memberikan informasi salah, tidak benar atau melebih-
lebihkan data tentang dirinya, sehingga membuat kreditur salah menganalisa kredit 
yang akan diberikan kepada debitur. Walaupun demikian ini tetap kesalahan dari 
pihak kreditur. Hal ini termasuk dalam kategori faktor internal/ketidak sengajaan 
maupun kesengajaan kreditur. 
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C. Upaya  Dalam Penyelamatan Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulselbar 
 Hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah, atau nasabah tidak mampu 
lagi untuk melunasi kreditnya. Untuk mengatasi bermasalah pihak bank perlu 
melakukan penyelamatan, sehingga tidak ada menimbulkan kerugian. Penyelamatan 
kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadapa 
debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang 
bersangkutan dan kualitas kreditnya. Hal ini didasarkan atas hasil analisis bank 
bahwa debitur tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang 
dijalaninya dan dapat melaksanakan kewajibanya kepada bank sehingga dapat 
menjaga kepentingan bank dan melindungi bank dari potensi resiko yang lebih besar.
 Tindakan yang dapat dilakukan Bank dalam penyelamatan kredit bermasalah, 
antara lain sebagai berikut
10
: 
    1.   Rescheduling, reconditioning, dan restructuring (R3) 
      a. Rescheduling (penjadwalan ulang) 
 Rescheduling, yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal 
pembayaran dan atau jangka waktu termaksud masa tengang (grace period) dan 
perubahan besarnya angsuran kredit. Tidak semua debitur dapat diberikan kebijakan 
ini oleh bank, tetapi hanya kepada debitur yang menunjukan itikad dan karakter yang 
jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (willingness to 
pay). Disamping itu usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau 
liquiditas. 
 
                                                          
        10Ikatan Bankir Indonesia, Bisnis Kredit Perbankan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2015), h.95-100 
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      b. Reconditioning (persyaratan ulang) 
 Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang 
tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, 
penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainya. 
Perubahan syarat kredit tersebut tidak termaksud penambahan dana atau injeksi dan 
konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi ‘equity’ perusahaan. Debitur bersifat 
jujur, terbuka, dan ‘cooperative’ yang usahanya sedang mengalami kesulitan 
keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, 
kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang, 
      c. Restructuring  
 Upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang 
menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan 
bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit 
menjadi equity perusahaan dan equity bank, yang dilakukan dengan atau tanpa 
rescheduling 
     2.  Manajemen Assistancy 
 Manajemen Assistancy, yaitu bantuan konsultasi dan menajemen propesional 
yang diberikan bank pada nasabah yang masih mampu. Jika kondisi nasabah tidak 
membaik sesuai dengan yang diharapkan pada langkah penyelamatan, maka dapat 
dipertimbangkan tindakan penyelasaian kredit bermasalah. namun, tindakan ini harus 
didasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan tindakan yang paling 
mengutungkan bagi bank. 
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     3. Debt to Equity swap 
 Secara umum, debat to equity swap merupakan suatu kesepakatan untuk 
menukar utang dengan saham (equity) di suatu perusahaan. Terkait dengan 
perbankan (khususnya perkreditan), debt to equity swap merupakan kegiatan 
penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit dalam bentuk 
penyertaan modal oleh bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan 
kredit, yaitu dengan mengubah utang debitur menjadi penyertaan modal bank pada 
perusahaan debitur. 
 Dari sudut pandang bank sebagai kreditur debt to equity swap dilakukan 
kerena bank melihat perusahaan debitur memiliki potensi nilai ekonomi yang sangat 
bagus dimasa mendatang walaupun saat ini kondisi keuangan perusahaan debitur 
mengalami permasalahan. Dipihak lain, debt to equity swap dari sudut pandang 
perusahaan debitur merupakan salah satu bentuk restrukturisasi utang karena kondisi 
keuangan yang tidak memungkinkan untuk melunasi kewajibanya kepada bank 
(pemberi pinjaman). 
kriteria debitur yang dapat diberikan skim ini adalah  
a. Usaha masih prospektif 
b. Manajemen kooperatif, terbuka, dan beritikad baik 
      4. perjanjian penyelasaian hutang (PPH) 
 Merupakan penyelesaian tunggakan kewajiban debitur secara ansuran, yang 
didudukan dalam suatu akta perjanjian penyelesaian hutang. Tunggakan debitur yang 
dimaksud adalah tunggakan bunga dan tunggakan kewajiban lainya diluar hutang 
pokok, baik on balance sheet maupun off balance sheet 
Kriteria debitur yang dapat diberikan skim ini adalah  
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a.Usaha masih prospektif 
b.Manajemen kooperaktif, terbuka dan beritikad.  
 Ditinjau dari aspek yuridis dalam penyelamatan kredit bermasalah diatur pada 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta Peraturan Bank Indonesia 
(PBI), Kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1131-1134 dan Peraturan Bank 
Indonesia no14/15/PBI/2012 pasal 1 ayat 26 tentang restrukturisasi kredit.  
Dalam  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai penyelamatan kredit, diuraikan 
sebagai berikut:  
1. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 Segala kebendaan yang bergerak dan tak bergerak, baik yang sudah 
ada maupun yang ada, menjadi jaminan perikatan-perikatan perorangan 
debitur itu. 
2. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 
yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi 
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, 
kecuali apabila diantara para kreditur itu dan alasan-alasan sah untuk 
didahulukan 
3. Pasal 1133 Kitab Undang-Undang hukum Perdata 
a. Hak untuk didahulukan diantara para kreditor terbit dari hak istimewa, 
dari gadai dan dari hipotek 
b. Tentang gadai hipotek diatur dalam Bab XX dan Bab XXI ini 
4. Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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a. Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan 
kepada seorang kreditor lainya, semata-mata berdasarkan sifat piutang 
b. Gadai dan Hipotek adalah lebih tinggi dari hak istimewah, kecuali 
dalam hal-hal dimana undang-undang ditentukan sebaliknya. 
 Sedangkan dalam peraturan bank Indonesia no 14/15/PBI/2012 pasal 1 ayat 
26 tentang penilaian kualitas aset bank umum, ialah; 
 Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam 
kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi 
kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: 
1. Penurunan suku bunga kredit; 
2 Perpanjangan jangka waktu kredit;  
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit; 
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit 
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau 
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara 
 Dari hasil wawancara bapak Agus Salim Syukur
11
 bahwa upaya 
penyelamatan kredit yang diterapkan di PT. Bank Sulselbar, ialah:  
Pertama pihak cabang menyurati debitur & menagih langsung, kedua pihak 
kantor pusat ketemu langsung, ketiga lelang. 
Hal tersebut relevan dengan penjelasan Makkaratte Syam
12
, Menambahkan upaya 
penyelamatan kredit bermasalah yang diterapkan di PT. Bank Sulselbar, ialah: 
                                                          
11
Agus, Analis Kredit Khusus kantor pusat PT. Bank Sulselbar, wawancara, Makassar 12 juli 
2016 
12
Makkaratte, Pensiunan Mantan Pemimpin Departemen Kredit Khusus PT. Bank Sulselbar, 
wawancara, Makassar 13 juli 2016 
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 Pertama pihak cabang menyurati debitur & menagih langsung, kedua pihak 
kantor pusat ketemu langsung, ketiga somasi oleh pengadilan negeri, keempat 
penagihn oleh kejaksaan, kelima lelang.  
 Setelah menyimak pendapat yang diutarakan oleh para informan, penulis 
berpendapat dalam  penyelamatan kredit bermasalah di PT. Bank Sulselbar ada 
beberapa upaya, yaitu dengan internal bank dan external bank/ lembaga hukum. 
a. Internal Bank 
 PT. Bank Sulselbar dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah lebih 
mengutamakan penyelesaikan melalui internal bank, hal ini dikarenakan 
penyelamatan kredit bermasalah secara internal lebih secara kekeluargaan yakni 
dengan cara negoisasi dan kompromi yang saling menguntukan antara debitur 
maupun kreditur. Cara ini dilakukan apabila nasabah koperatif, ada niat baik untuk 
menyelesaikan kreditnya, usaha masih berjalan. Dalam cara internal bank upaya 
dalam penyelamatan kredit bermasalah antara lain: 
          1)  Menyurati sekaligus menagih langsung 
 Dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah pihak kantor cabang PT. Bank 
Sulselbar menyurati sekaligus ketemu langsung adalah langkah awal yang dilakukan 
PT. Bank Sulselbar. Upaya ini dilakukan untuk kredit yang sudah berada pada 
kolektibilitas 3-5, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. 
Menyurati dan atau sekaligus menagih langsung debitur dilakukan oleh kantor 
cabang sebanyak 3x.  
            2)  Kunjungan langsung dari pihak kantor pusat ke debitur 
 Kunjugan langsung dari pihak kantor pusat ke domisili debitur yang 
mengalami kredit bermasalah adalah langkah ke dua PT. Bank Sulselbar dalam 
kunjungan membuat perjanjian baru dengan debitur untuk negoisasi mengenai 
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kreditnya, isi dari perjanjian tersebut berupa pemberian restrukturisasi kecil seperti 
rescheduling (penjadwalan kembali) dan reconditioning (persyaratan ulang) dan 
penegasan lelang jaminan debitur apabila isi berjanjian tidak di prestasikan, hasil 
pernjajian tersebut akan dibikinkan berita acara pertemuan. 
b. Eksternal Bank/ Badan Hukum 
 Eksternal bank adalah pihak luar bank, atau melibatkan badan hukum. Cara 
ini merupakan cara terakhir yang terpaksa diambil oleh PT. Bank Sulselbar, Cara ini 
diambil apabila debitur tidak koperatif, tidak mempunyai niat untuk membayar 
meskipun usahanya masih jalan dan memungkinkan, usaha sudah macet total dan 
tidak prospek untuk diselamatkan. Penyelamatan secara eksternal bank atau lebih 
banyak memanfaatkan bantuan lembaga hukum, karena dalam upaya penyelamatan 
kredit secara internal tidak berjalan dengan lancar yakni dengan peringatan oleh 
kreditur kepada debitur agar debitur memenuhi ketentuan perjanjian tidak berjalan 
lancar.  
 Hal penyelamatan melalui badan hukum ini bertujuan untuk memperoleh 
pelindungan hak melalui pengadilan untuk melaksanakan haknya menagih secara 
paksa berdasarkan keputusan pengadilan yang tetap. Dalam penyelamatan ini PT. 
Bank Sulselbar memiliki perjanjian kerja sama (MoU). 
     3)  Melalui Pengadilan Negeri 
Pengadilan Negeri iyalah badan peradilan pada tingkat pertama yang 
berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum di daerah hukumnya. 
Upaya ini dilakukan dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri  untuk somasi dan 
ammaning, PT. Bank Sulselbar dalam hal ini memilih-milih nasabah yang akan di 
list untuk ditagihkan melalui Pengadilan Negeri yakni debitur yang dianggap mampu 
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membayar angsuran akan tetapi tidak membayar. Upaya ini melibatkan Pengadilan 
Negeri setempat. 
       4)  Melalui Kejaksaan 
  Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa 
Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan Negara 
yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penuntutan dalam penegakan hukum 
dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat 2 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan” Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisa-
pisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenang dibidang penuntutan 
yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingg dapat 
menampilkan cirri khas yang menyatu dalam tata piker, tata laku dan tata kerja 
kejaksaan
13
.  
 Upaya penyelamatan kredit juga dapat dilakukan dengan meminta kejaksaan 
untuk membantu menagih utang ke debitur dalami kapasitas Kejaksaan sebagai 
pengacara Negara. Hal ini berdasarkan MoU terkait penyelematan kredit bermasalah 
dilingkup instansi pemerintah didaerah Sulawesi selatan dengan pihak Kejaksaan. 
PT. Bank Sulselbar dalam hal ini memilih-milih nasabah yang akan dilist untuk di 
berikan kepada Kejaksaan, yakni debitur yang dianggap mampu membayar angsuran 
akan tetapi tidak membayar. Dalam  upaya ini merupakan upaya awal sebelum 
dilakukan pelelangan terhadap jaminan yang telah  diberikan oleh debitur untuk 
melengkapi surat-surat yang dibutuhkan untuk melanjutkaan ke pelelangan. 
 
                                                          
13
Marwan Effendy, Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, 
(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.122 
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        5)  lelang jaminan 
 Lelang adalah penjulan dihadapan banyak orang (dengan tawaran yang 
mengatas) yang dipimpin oleh pejabat lelang
14
. Jaminan adalah benda dalam 
perdagangan atau mempunyai nilai ekonomis, sedangkan benda diluar perdagangan 
tidak dapat menjadi objek perjanjian jaminan. Fungsi jaminan secara yuridis adalah 
untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelunasan utang debitur atau 
pelaksanaan suatu prestasi, maka jelas bahwa benda yang menjadi objek jaminan 
harus dapat diuangkan
15
. 
Lelang jaminan debitur adalah cara terakhir secara internal bank maupun 
eksternal bank/badan hukum di PT. Bank sulselbar dalam penyelesian kredit 
bermasalah. Upaya ini terpaksa dilakukan PT. Bank Sulselbar tidak lain untuk 
menjaga kualitas aset bank tersebut. PT. Bank Sulselbar melelang jaminan debitur di 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan atau jasa balai lelang 
swasta. 
 Walaupun pada dasarnya Bank Indonesia memiliki aturan No 
14/15/PBI/2012 Pasal 1 ayat 26 tentang restrukturisasi kredit/penyelematan kredit 
yang juga di terapkan di PT. Bank Sulselbar. Dalam peraturan ini pihak PT. Bank 
Sulselbar diwajibkan melakukan pelaporan terlebih dahulu sebelum melakukan 
upaya restrukturisasi/penyelamatan kredit terhadap debitur. Akan tetapi hal ini tidak 
digunakan oleh pihak PT. Bank Sulselbar karena pada umumnya nasabah pada 
PT.Bank Sulselbar tidak memenuhi standar kualifikasi sesuai yang telah ditentukan 
oleh bank Indonesia. Oleh karena itu, untuk menpraktisi hal tersebut, pihak PT. Bank 
                                                          
14
Irfan,  Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang yang Beritikad Baik Terhadpat Lelang 
yang Dibatalkan Oleh Pengadilan,  h. 3 
15
Supianto, Hukum Jaminan Fidusia, (Jakarta: Garudhawaca, 2015), h.66 
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Sulselbar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri. SOP tersebut 
tetap mengacu pada Peraturan Bank Indoneisa yang telah ditetapkan Bank Indonesia. 
Walaupun PT. Bank Sulselbar menggunakan Standar Operasional Prosedur 
tersendiri, akan tetapi hal ini cukup efektif dalam upaya penyelamatan kredit di PT. 
bank sulselbar. Hal ini dapat dilihat dari data portofolio kredit PT. Bank Sulselbar 
yang menunjukkan penurunan total kredit bermasalah dari tahun ke tahun. 
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TABEL I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: PT. Bank Sulselbar 
DESEMBER 2011 DESEMBER 2012 DESEMBER 2013 DESEMBER 2014 DESEMBER 2015
856,278,441,972.08 707,833,372,744.14 498,209,233,367.49 496,573,219,834.39 863,467,449,565.62
22,568,281,962.96 13,798,917,772.00 8,725,336,008.49 7,006,377,370.44 3,876,813,218.00
2,720,379,705.33 1,688,067,197.00 1,904,566,657.43 1,182,337,794.54 610,586,564.00
3,866,359,707.78 4,643,668,205.00 1,919,930,589.96 1,536,265,075.07 1,274,896,859.00
24,645,880,592.26 31,500,821,811.00 30,846,364,639.47 22,064,772,107.85 16,355,581,680.87
910,079,343,940 759,464,847,729 541,605,431,263 528,362,972,182 885,585,327,887
DATA PORTOFOLIO KREDIT
 PT. BANK SULSELBAR 
PERIODE  DESEMBER 2011 S/D DESEMBER 2015
JENIS KREDIT DAN
TINGKATAN KOLEKTIBILITAS
KREDIT INVESTASI
POSISI KREDIT
LANCAR
DALAM PERHATIAN KHUSUS
KURANG LANCAR
DIRAGUKAN
MACET
TOTAL KREDIT INVESTASI
715,727,745,445.90 617,385,042,166.87 449,168,753,501.67 482,230,769,116.29 880,210,046,182.26
7,589,563,880.72 6,722,022,794.05 6,731,490,027.51 2,491,233,720.42 2,319,991,417.00
1,167,097,370.70 1,299,259,506.18 1,172,654,076.81 885,660,335.04 558,412,731.00
1,926,811,839.24 1,754,128,768.53 1,587,460,378.90 735,657,250.49 91,964,480.00
56,720,523,550.59 19,815,430,926.56 19,349,426,611.17 17,833,606,869.93 16,323,368,582.75
783,131,742,087 646,975,884,162 478,009,784,596 504,176,927,292 899,503,783,393
MACET
KREDIT MODAL KERJA
LANCAR
DALAM PERHATIAN KHUSUS
KURANG LANCAR
DIRAGUKAN
TOTAL KREDIT MODAL KERJA
3,405,167,841,221.12 4,290,840,331,884.00 5,141,685,321,299.35 5,979,945,241,242.94 6,644,982,823,668.00
20,452,755,109.99 9,287,340,148.00 15,035,944,818.28 8,704,381,652.73 4,977,039,110.00
3,053,999,185.59 2,551,787,907.00 1,666,277,287.64 1,098,426,254.96 1,669,913,363.00
2,342,412,119.37 3,171,367,206.00 1,655,584,088.85 1,213,950,854.54 1,883,661,793.60
8,861,669,167.42 12,513,138,109.36 12,031,622,936.63 11,079,424,713.30 12,700,834,964.36
3,439,878,676,803 4,318,363,965,254 5,172,074,750,431 6,002,041,424,718 6,666,214,272,899
KREDIT KONSUMTIF
LANCAR
DALAM PERHATIAN KHUSUS
KURANG LANCAR
DIRAGUKAN
MACET
TOTAL KREDIT KONSUMTIF
5,133,089,762,831 5,724,804,697,146 6,191,689,966,290 7,034,581,324,193 8,451,303,384,179
1 KREDIT PRODUKTIF  (KI &KMK) 1,693,211,086,028 1,406,440,731,891 1,019,615,215,859 1,032,539,899,474 1,785,089,111,281
2 KREDIT KONSUMTIF 3,439,878,676,803 4,318,363,965,254 5,172,074,750,431 6,002,041,424,718 6,666,214,272,899
3 % KREDIT PRODUKTIF 32.99% 24.57% 16.47% 14.68% 21.12%
4 % KREDIT KONSUMTIF 67.01% 75.43% 83.53% 85.32% 78.88%
5 NPL KREDIT INVESTASI 31,232,620,005           37,832,557,213           34,670,861,887           24,783,374,977           18,241,065,104         
6 % NPL KREDIT INVESTASI 3.43% 4.98% 6.40% 4.69% 2.06%
7 NPL KREDIT MODAL KERJA 59,814,432,761           22,868,819,201           22,109,541,067           19,454,924,455           16,973,745,794         
8 % NPL KREDIT MODAL KERJA 7.64% 3.53% 4.63% 3.86% 1.89%
9 NPL KREDIT PRODUKTIF 91,047,052,766           60,701,376,414           56,780,402,954           44,238,299,433           35,214,810,898         
10 % NPL KREDIT PRODUKTIF 5.38% 4.32% 5.57% 4.28% 1.97%
11 NPL KREDIT KONSUMTIF 14,258,080,472           18,236,293,222           15,353,484,313           13,391,801,823           16,254,410,121         
12 % NPL KREDIT KONSUMTIF 0.41% 0.42% 0.30% 0.22% 0.24%
13 TOTAL KREDIT NPL 105,305,133,238 78,937,669,637 72,133,887,267 57,630,101,256 51,469,221,019
14 % (NPL) 2.05% 1.38% 1.17% 0.82% 0.61%
TOTAL KREDIT
1 Lancar 4,977,174,028,639 5,616,058,746,795 6,089,063,308,169 6,958,749,230,194 8,388,660,319,416
2 DPK 50,610,600,954 29,808,280,714 30,492,770,854 18,201,992,744 11,173,843,745
3 KKL 6,941,476,262 5,539,114,610 4,743,498,022 3,166,424,385 2,838,912,658
4 KYD 8,135,583,666 9,569,164,180 5,162,975,058 3,485,873,180 3,250,523,133
5 Macet 90,228,073,310 63,829,390,847 62,227,414,187 50,977,803,691 45,379,785,228
Jumlah 5,133,089,762,831 5,724,804,697,146 6,191,689,966,290 7,034,581,324,193 8,451,303,384,179
KOLEKTIBILITAS
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Sulselbar 
adalah pertama, faktor Internal yaitu pihak kreditur kurang cermat dalam 
menganalisis kredit; kedua, faktor Eksternal yaitu kemampuan usaha, 
penyalagunaan kredit/ peruntukan kredit tidak jelas, human error, krisis 
moral dan akhlak, masalah ekonomi, pegawai berpindah lokasi kerja, dan 
kredit tidak diasuransikan. 
2. Upaya dalam penyelamatan kredit bermasalah di PT. Bank Sulselbar ada 
beberapa upaya, beberapa upaya tersebut dibagi menjadi dua cara yaitu: 
Pertama, internal bank menyurati sekaligus menangih langsung, 
kunjungan langsung dari pihak kantor pusat ke domisili debitur; Kedua, 
eksternal bank melalui lembaga hukum yaitu  pengadilan negeri, melalui 
kejaksaan dan lelang jaminan. 
 
B. Implikasi penelitian   
 Dalam penyaluran kredit pihak bank selaku kreditur harus teliti dalam 
memberikan kredit kepada debitur, agar meminimalisirkan terjadinya kredit 
bermasalah. Salah satu yang menjadi poin penting adalah pentingnya pengawasan 
bukan hanya sebelum penyaluran kredit melaikan saat setelah penyaluran. Selain itu 
pentingnya pembaharuan peraturan tentang penyelamatan kredit bermasalah oleh 
Bank Indonesia haruslah menjadi prioritas dengan mengacu terhadap realitas yang 
terjadi di PT. Bank Sulselbar agar terwujudnya aturan baku yang bersifat universal 
bagi bank konvensional lainnya. 
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